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BAB 1  
LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS 
Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, pernyataan 
tersebut tertera pada Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. Hukum adalah norma yang bertujuan untuk membantu 
terlaksananya ketertiban, keamanan, keadilan dalam tingkah laku manusia untuk 
bermasyarakat. Dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 disebutkan bahwa : 
“Segala warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan 
pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.” 
Setiap warga Negara Indonesia memiliki persamaan di dalam hukum, 
diberikan kepastian hukum dan pemerintah tidak boleh mengecualikan peraturan 
yang telah ditetapkan untuk penyelesaian hukum dalam menegakan keadilan. Di 
Indonesia untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat dan bernegara 
dikenal dengan hukum privat dan hukum publik.1 Dengan begitu setiap perbuatan 
yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat 
hukuman  sebagai  reaksi  keinginan  masyarakat  untuk  pembalasan  terhadap 
pelaku tindak pidana.2 Hal ini berbeda dari teori relatif yang memandang 
pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan 
sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju
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kesejahteraan.3 Para pejabat penegak hukum harus melakukan penyelesaian kasus 
sesuai dengan aturan perundang-undanganya, salah satu pedoman atau aturan 
dalam penyelesaian kasus tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
Kitab undang-undang hukum acara pidana atau disingkat KUHAP adalah 
undang-undang Indonesia yang mengatur tentang segala sesuatu pelaksanaan 
formil dari hukum pidana. KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak 
hukum seperti kepolisian (Penyidik), Kejaksaan dan pengadilan untuk 
melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, 
penyelidikan, penahanan, penangkapan dan hal-hal lain yang menjadi prosedur 
dari tindak pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia dijalankan oleh lima 
aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga 
pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap orang yang diduga 
melakukan suatu tindak pidana sepenuhnya adalah kewenangan hakim yang 
mengadili perkara, dengan melihat aspek bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan 
dan kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, itulah 
mengapa alat bukti sangat penting untuk hakim mempertimbangkan putusan.4 
Hakim memutus perkara mempunyai kebebasan karena kedudukan hakim 
dalam konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Atas dasar rumusan Pasal 183 
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KUHAP , hakim untuk menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk 
dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki dua syarat yaitu: 
Kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan Atas 
terbuktinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.5 
Menurut KUHAP dalam penyelesaian suatu kasus untuk mendapat 
kepastian hukum yang tepat dan jelas, diperlukan alat bukti yang lengkap yang 
diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.6 Alat bukti yang sah adalah keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam system 
pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunkan untuk 
pembuktian.7 
Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung 
maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga 
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Menurut Subekti, yang 
dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil 
atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan 
itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam hal perkara di muka 
pengadilan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah oleh pihak lawan, tidak 
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memerlukan pembuktian.8 Proses pembuktian dilakukan terhadap semua jenis 
perkara pidana tak terkecuali perkara tindak pidana narkotika. 
Hakim terkadang mempunyai keraguan dalam menjatuhkan putusan perkara 
pidana walaupun jaksa sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila 
dalam menangani suatu perkara hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, 
maka hakim harus mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusanya, 
Contohnya adalah kasus yang penulis sedang teliti, Kasus tersebut mengenai 
narkotika, bermula adanya informasi masyarakat di daerah pasar atas, kelurahan 
pelabuhan baru, ada seorang laki-laki yang bernama sayuti sedang mengendarai 
mobil Daihatsu grand max sedang membawa ganja, mendengar informasi tersebut 
pihak kepolisian Pipin dan Topan begegas pergi menuju ke pasar atas, kemudian 
Pipin dan Topan melihat mobil yang sesuai dengan informasi masyarakat, 
melintas dan berhenti di depan gudang beras Epa, setelah itu karyawan toko 
memuat beras kedalam mobil sementara Sayuti menunggu di samping mobil, tak 
lama Pipin dan Topan langsung melakukan penangkapan terhadap Sayuti dan 
pada saat penggeledahan ditemukan 1 bungkus kantong plastik yang berisi 4 paket 
ganja di belakang kursi jok mobil sopir yang dikendarai Sayuti, selanjutnya Sayuti 
dan barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek curup untuk penyidikan lebih 
lanjut. Dari barang bukti yang telah di dapatkan di dalam pengadilan, hakim 
masih memiliki keraguan untuk menjatuhkan putusan, akhirnya hakim 
menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Padahal sangat berbahaya apabila 
hakim seenaknya memutus bebas orang yang terjerat dalam tindak pidana 
                                               





narkotika, karna jika terdakwa tersebut memang benar menguasai atau bahkan 
menyalagunakan narkotika dan dilepas oleh hakim karena dapat bertentangan 
dengan visi pemerintahan NKRI untuk memberantas penyebaran narkotika. 
Dari kasus ini penulis tertarik untuk meneliti studi kasus ini karna dari 
uraian diatas bahwa hakim tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan hukuman 
bebas terhadap terdakwa Padahal jika diteliti lagi dari kronoligis dalam proses 
penyidikan hingga pada tahapan pelimpahan berkas pada jaksa, terdakwa telah 
memenuhi unsur yang didakwa oleh jaksa, bahkan saksi yang hadir di dalam 
persidanganpun lebih banyak jumlah saksi yang memberatkan terdakwa daripada 
yang meringankan. Tapi dalam putusan tersebut terkesan hakim lebih 
mempertimbangkan dari saksi yang meringankan terdakwa. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 
penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul 
“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 176/PID-SUS/2019/PN CRP 
TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA YANG 
DIDAKWA MELANGGAR PASAL 114, 111 JUNCTO 148 UNDANG- 
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” 
